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ABSTRAK 

Kebutuhan akan pemakaian produk kecantikan yang semakin tinggi serta 

bentuk ragam dan keunggulan dari suatu produk yang dibutuhkan konsumen, 

menuntun perusahaan kosmetik untuk selalu memberikan inovasi dan 

mengembangkan produknya agar dapat memuaskan hati konsumen. Sebagai umat 

muslim kita juga harus dapat memilih nilai spiritual yang berlandaskan dengan 

karakter merek dan unsur, yaitu: universalitas, kejujuran, keadilan, keterbukaan, 

kemitraan tidak membahayakan oranglain serta pihak sendiri. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian 

khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan 

dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman 

tentang syariat Islam untuk menentukan apakah makanan, minuman, kosmetik, 

obat-obatan serta produk lainnya layak diberikan sertifikasi halal atau tidak.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 

yuridis-normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk 

memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami pentingnya sertifikasi 

halal dalam industri kosmetik dan perlindungan konsumen Muslim terhadap produk 

kosmetik yang tidak bersertifikat halal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen muslim atas 

produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni, bagi pelaku usaha yang telah 

memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, 

bagian tertentu dari produk dan\atau tempat tertentu pada produk, perlindungan 

hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan tidak bersertifikat halal diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang 

tidak bersertifikasi halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia 

baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Akibat 

dari tidak dicantumkannya sertifikat halal pada produk kosmetik sebelumnya sudah 

diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat. 

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau pdana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000;00 (dua 

miliar rupiah). Serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 149 Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Labelisasi Halal. 
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ABSTRACT 

 

The need for the increasingly high use of beauty products as well as the 

variety and superiority of a product needed by consumers, leads cosmetic 

companies to always innovate and develop their products in order to satisfy 

consumers. As Muslims, we must also be able to choose spiritual values that are 

based on brand character and elements, namely: universality, honesty, fairness, 

openness, partnerships that do not harm other people or themselves. Therefore, to 

determine the halalness and purity of a product, a special study is needed that 

requires multidisciplinary knowledge, such as knowledge in the fields of food, 

chemistry, biochemistry, industrial engineering, biology, pharmacy and an 

understanding of Islamic law to determine whether food, drink, cosmetics, 

medicines and other products deserve to be given halal certification or not. 

This study uses a qualitative approach with juridical-normative research 

methods and qualitative descriptive analysis. The aim is to provide theoretical and 

practical contributions in understanding the importance of halal certification in the 

cosmetic industry and the protection of Muslim consumers for cosmetic products 

that are not halal certified. 

The results of the study show that Muslim consumer protection for cosmetic 

products that are not halal-certified according to Law Number 33 of 2014 

concerning Halal Product Assurance namely, for business actors who have obtained 

halal certificates are required to include a halal label on the product packaging, 

certain parts of the product and/or or a certain place on the product, legal protection 

for Muslim consumers from food products that are not halal certified is regulated 

in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products (JPH). Halal 

certification is mandatory (mandatory) so that food products that are not certified 

halal and not labeled halal can no longer be circulated in Indonesia, whether 

produced domestically or originating from abroad. The consequences of not 

including halal certificates on cosmetic products have previously been regulated by 

the Criminal Code regarding document forgery. In addition to Law Number 8 of 

1999 concerning Consumer Protection, business actors who violate this will be 

subject to imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 

2,000,000,000.00 (two billion rupiah). It is also regulated in Government 

Regulation Number 39 of 2021 concerning Implementation of the Halal Product 

Guarantee Field. Article 149 Government Regulation Number 39 of 2021. 

 

Keywords: Legal Protection, Consumers, Halal Labeling. 
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MOTTO 

 

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini tumbuh semakin pesat pada 

berbagai aspek yang mengakibatkan terdapat banyak pengaruh pada kehidupan di 

masyarakat. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini contohnya pada cara 

pandang konsumen di Indonesia terkait dengan penampilan menjadi sangat pesat. 

Pada zaman modern ini banyak anak remaja yang sudah mementingkan tentang 

penampilan, tidak hanya dari fashion tetapi juga penampilan pada wajah yaitu 

kosmetik yang digunakan. 

Kebutuhan akan pemakaian produk kecantikan yang semakin tinggi serta 

bentuk ragam dan keunggulan dari suatu produk yang dibutuhkan konsumen, 

menuntun perusahaan kosmetik untuk selalu memberikan inovasi dan 

mengembangkan produknya agar dapat memuaskan hati konsumen. Kosmetik yang 

dihadirkan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Pertumbuhan industri kosmetik 

yang semakin pesat membuat para wanita harus memilih kosmetik yang cocok serta 

aman dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhan merupakan dimana 

keadaan terhadap perasaan suatu kekurangan akan sebuah kepuasan (Kotler & 

Amstrong, 2010:55). 

Mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk beragama Islam atau negara 

yang biasa disebut muslim, kebutuhan akan jaminan kehalalan suatu produk 

sangatlah diutamakan. Pada ajaran syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup wajib 

mematuhi syarat dan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an. Bagi 
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umat muslim, kehalalan dari suatu produk adalah suatu hal yang penting dan utama. 

Hal pertama yang harus diteliti sebelum memilih dan memutuskan untuk membeli 

suatu produk adalah kehalalannya.  

Sebagai umat muslim kita juga harus dapat memilih nilai spiritual yang 

berlandaskan dengan karakter merek dan unsur, yaitu: universalitas, kejujuran, 

keadilan, keterbukaan, kemitraan tidak membahayakan oranglain serta pihak 

sendiri, riba seperti terdapat dalam QS. Al-Baqarah:275, tidak mengandung unsur 

judi seperti terdapat dalam QS. Al-Maidah:90, dan kezaliman seperti terdapat 

dalam QS. At-Taubah: 19.1 

Dalam melakukan pembelian sebuah produk, para konsumen Islam biasanya 

memilih sebuah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam 

dibandingkan produk yang belum disertifikasi halal oleh pihak yang berwenang. 

Produk makanan dan kosmetik yang telah disertifikasi halal dijamin lebih aman dan 

terhindar dari kandungan zat berbahaya. Adanya labelisasi halal pada sebuah 

produk berfungsi untuk mempermudah produsen yang memproduksi maupun 

konsumen dalam mengkonsumsi atau memakai, adanya label halal melindungi 

pengusaha dari tuntutan konsumen dikemudian hari dan dapat memperkuat serta 

meningkatkan image konsumen terhadap produk yang secara langsung maupun 

tidak langsung akan mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk tersebut. 

Labelisasi halal adalah pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai 

 
1 Hermawan Kartajaya and Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: 

Mizan, 2006), 182. 
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produk halal.2 Label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk 

yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Menurut Kotler dan 

Amstrong, Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus 

sebagai produk halal.3 

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada 

kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM. Izin pencantuman label halal 

pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan 

rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI 

dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksanaan LPPOM MUI. 

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, 

keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat 

dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai 

tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutmya disebut 

UUJPH) memperkuat dan mengatur pelbagai regulasi halal yang selama ini tersebar 

di pelbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut 

sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan 

Produk Halal (selanjutnya disebut JPH) dalam undang-undang ini mencakup 

pelbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari 

 
2 Philip Kotler and Amstrong, Princeples Of Marketing, 13th ed. (New Jersey: Pearson 

Education, 2010), 254. 
3 Sujana and Eri Agustian, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Conello,” Jurnal Imiah Manajemen Kesatuan 1, no. 2 

(2013): 21. 
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itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta 

barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. 

Jaminan Produk Halal menjadi hal yang sangat penting mengingat kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik 

berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan 

dan pemanfaataan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, 

serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi 

pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. 

Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian 

suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan 

multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik 

industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat Islam untuk menentukan 

apakah makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya layak 

diberikan sertifikasi halal atau tidak.4 

Saat ini banyak sekali beredar produk kosmetik yang menarik perhatian 

masyarakat karena testimoninya yang memiliki hasil instan namun dengan kocek 

harga yang cukup murah, dan kebanyakan produk tersebut belum memiliki 

sertifikasi halal. Melihat berbagai jenis kosmetik yang semakin beragam, sebagai 

 
4 Syafrida and Ralang Hartati, “Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor Di 

Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 6, no. 4 (2019). 
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pengguna kita harus kritis terhadap kandungan kosmetik yang hendak digunakan. 

Zaman sekarang banyak sekali kosmetik yang dijual bebas di pasaran dengan harga 

murah, testimoni yang menjanjikan, hasil pemutih yang instan, namun belum 

memiliki sertifikasi halal. 

Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa Islam telah mengatur soal 

konsumsi umat muslim secara jelas yang dalam memenuhi kebutuhannya haruslah 

mempertimbangkan berbagai prinsip, yaitu salah satunya prinsip kehalalan. Dengan 

demikian, penulis merasa sangat tertarik sekali meneliti kasus ini dengan 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum 

Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non Halal di Tinjau Dari Undang-

Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang 

tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak 

mencantumkan sertifikat halal pada produk kosmetik? 



6 
 

 
 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui bagaimana perlindungan konsumen muslim atas produk 

kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

b. Mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang 

tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk kosmetik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian sebagaimana disebut di atas, penulis berharap penelitian ini 

dapat memberikan manfaat dan dapat berguna, antara lain: 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

referensi pemikiran khususnya mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen  atasperedaran kosmetik non halal ditinjau dari 

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan rujukan 

bagi civitas academica dan menjadi literatur dalam penyusunan 

karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

konsumen. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi khususnya para 

perusahaan mengenai pentingnya label halal dalam suatu produk. 
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D. Telaah Pustaka 

Pertama, Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim 

Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia” 

oleh Viola Zahra Ananda Kusuma, 2021. Perbedaan dengan penelitian yang akan 

diteliti penulis adalah penelitian ini membahas jaminan kehalalan produk menjadi 

sangat penting ketika ditinjau pada suatu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 

sehingga pengelolaan produk menggunakan bahan mentah bahan yang dapat terjadi 

percampuran komposisi antara halal dan tidak halal sengaja atau tidak sengaja, 

karena hal ini terjadi pada setiap masyarakat sehari-hari kebutuhan.5 Sedangkan 

penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen muslim atas 

produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Kedua, Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim 

terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menutut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” oleh Saeful Amin, 2022. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen muslim atas 

produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Serta untuk mengetahui akibat hukum 

terhadap pelaku usaha atas pencantuman label halal yang palsu pada produk 

pangan.6 

 
5 Viola Zahra Ananda Kusuma, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap 

Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia,” Maleo Law Journal 5, no. 

1 (2021). 
6 Saeful Amin, Skripsi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menutut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal” (UNISULLA, 2022). 
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Ketiga, Skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh 

Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik” (Studi 

Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh) oleh Helsy Zella Rafita, 2019. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan diteliti penulis adalah penelitian ini membahas persepsi mahasiswi 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai labelitas halal 

pada kemasan produk kosmetik dan pengaruh labelitas halal terhadap keputusan 

mahasiswi Fakultas Syariah menggunakan produk kosmetik serta tinjauan hukum 

Islam terhadap labelitas halal produk kosmetik. Sedangkan penelitian penulis lebih 

memfokuskan pada perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang 

tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal.7 Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada 

perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal 

menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  

Keempat, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi 

Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang)” oleh Mutiya Ratna 

Asih, 2020. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah 

penelitian ini membahas bahwa terdapat dua klasifikasi yang diutarakan ulama 

pertama, penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang pada dasarnya dilarang 

atau haram dilakukan karena obat yang tidak terdapat label halal belum dapat 

 
7 Helsy Zella Rafita, “Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap 

Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik” (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). 
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dipastikan kehalalannya. Kedua, syubhat jual beli tersebut termasuk dalam jual beli 

yang haram dilakukan namun dalam keadaan darurat hal tersebut boleh dilakukan.8 

Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen 

muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana dikutip juga oleh Philipus M. 

Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan 

untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan 

menggunakan perangkat-perangkat hukum.9 

2. Teori Perlindungan Konsumen 

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan 

untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan 

spritualdalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian 

 
8 Mutiya Ratna Asih, Skripsi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual 

Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang)” (UIN Walisongo, 2020). 
9 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2011), 10. 
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nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu 

menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus 

mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan 

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen adalah:10 

a. Asas Manfaat : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan, 

b. Asas Keadilan : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, 

c. Asas Keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun 

spiritual, 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan, 

e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam tanpa mengakibatkan kerugian 

konsumen. 

 
10 Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2. 
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Oleh sebab itu, konsumen berhak atas perlindungan dari pihak yang 

berwenang yaitu pemerintah terhadap produk-produk skincare yang beredar tanpa 

labelisasi halal untuk digunakan penduduk negara Indonesia yang mayoritas 

beragama Islam. 

3. Labelisasi Halal 

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang 

saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis 

MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui 

pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikat halal ini merupakan 

syarat untuk mendapat-kan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari 

instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).11 

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “HALAL” pada 

kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label 

halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM 

didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal 

MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.12 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 

Iklan, menetapkan Label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan:  

a. Nama produk. 

b. Daftar bahan yang digunakan.  

c. Berat bersih atau isi bersih.  

 
11 Aisyah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, dalam Zulham, Hukum 

Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 113. 
12 Zulham, 113. 
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d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan 

pangan ke dalam wilayah Indonesia.  

e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.  

Maka, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang 

dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa 

pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran 

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada 

label, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian 

hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan atau library research. 

Adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, 

yang dalam ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data skunder. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan 

menggunakan pendekatan.  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis 

normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma 

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap 

orang. Menurut Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian 
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hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.13 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data : 

a. Sumber data primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.  

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperlukan untuk 

mendukung sumber data primer dan dapat membantu menganalisis, 

memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam hal ini, 

penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, dll yang berkaitan dengan 

masalah tersebut. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan Bahan 

pada Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan atau Studi 

Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum 

Primer dan Bahan Hukum Sekunder.14 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, 

 
13 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 
14 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 

Press, 2012), 68. 
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dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif merupakan cara menganalisis 

data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, 

peraturan perundangundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau 

pandangan peneliti sendiri. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yang 

dipaparkan dengan sub bab dan disusun secara sistematis dan logis sehingga 

pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian. Adapun sistematika 

penelitian sebagai berikut: 

Bab pertama, menjelaskan gambaran umum dari penelitian. Pada bab 

pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, pada bab kedua memuat tinjauan umum berisi Teori 

Perlindungan Hukum, memuat tinjauan umum berisi Teori Perlindungan 

Konsumen, Sertifikasi Halal. 

Bab ketiga, pada bab ketiga berisi tentang pembahasan praktek peredaran 

jual beli skincare non halal. 

Bab keempat, pada bab keempat berisi pembahasan tentang perlindungan 

konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan akibat 
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hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada 

produk kosmetik. 

Bab kelima, pada bab kelima berisi tentang penutup yang memuat 

kesimpulan dan saran dari peneliti. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak 

bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan tentang 

konsekuensi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

dalam berdagang seperti yang dijelaskan menurut Pasal 8 ayat (1) Huruf 

(H) dari Undang-Undang ini, setiap pelaku usaha dilarang 

mempromosikan atau memperdagangkan suatu produk yang tidak 

mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 

“halal” yang dicantumkan dalam label.. Sertifikasi halal bersifat wajib 

(mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikasi halal dan 

tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang 

diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 

2. Akibat dari tidak dicantumkannya sertifikat halal pada produk kosmetik 

sebelumnya sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengenai pemalsuan surat. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha yang 

melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000;00 (dua miliar 

rupiah). Serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 
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Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sanksi 

administratif tersebut berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Denda 

administratif; (3) Pencabutan sertifikat halal dan/atau; (4) Penarikan 

barang dari peredaran 

B. Saran 

1. Pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetika harus memperhatikan 

hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya sebaiknya menunjukkan itikad baik dengan 

memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetika yang 

dijualnya.   

2. Diharapkan dengan adannya peraturan-peraturan hukum yang diterbitkan 

oleh pemerintah, mampu mengatasi adanya kasus peredaran kosmetik non 

halal saat ini dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak 

memiliki itikad baik dalam berjualan. Dan juga pemerintah sebaiknya 

melakukan meriksaan berkala kepada pelaku usaha dan melakukan sosialisasi 

secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat cerdas dalam membeli suatu 

produk kosmetik sehingga haknya sebagai konsumen atau pengguna 

kosmetik tidak dirugikan.  

3. Konsumen jangan mudah tergoda terhadap produk yang dijual dengan harga 

yang murah oleh pelaku usaha, konsumen harus lebih berhati-hati dan 

bersikap kritis dalam membeli produk kosmetika dengan memperhatikan 
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informasi yang terdapat dalam kemasan produk kosmetika, apakah barang 

tersebut sudah memiliki izin edar atau merupakan barang non halal. Harus 

ada kerjasama yang baik antara serta aparat penegak hukum dalam upaya 

melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi 

standar. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan 

secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan 

kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya keamanan dalam 

menggunakan produk kosmetika dan masyarakat terhindar dari adanya 

bahaya. 
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